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PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

Jumlah 32 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 11
PEREMPUAN : 21

SURVEY PERSEPS| ANTI KORUPSI Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0Diploma 2: 0
SD:0 Diploma 3: 0
NILAIINDEKS SMP: 11 S1:10
0 SMU : 10 S2: 1
3,99 /99,84% Diploma 1 : 0 S3:0
Pekerjaan PNS : 11 SWASTA: 0
TNI: 0 WIRAUSAHA : 0
POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 21

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,969
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tari’biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,969

3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta 4,000
imbalan tertentu ?

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
1.3 Nilai Terendah dari Laporan IPAK Triwulan | tahun 2026

3 (tiga) indikator yang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?(Indikator Manipulasi Data, mendapat indeks
127/ 3,96.)

2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarifhiaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan
? (Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 127 / 3,96.)

3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta
imbalan tertentu ? (Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 128 / 4.00.)

Tindaklanjut terhadap 3 Nilai Terendah Nllai IPAK Triwulan | Tahun 2026

Adapun tindaklanjut terhadap 3 nilaiterendah nilai IPAK Triwulan | Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
Indikator Manipulasi Data :

« Menghimbau kepada para petugas PTSP maupun para ASN Pengadilan Tinggi agar mengikuti SOP untuk memastikan kesesuaian
dengan ketentuan berlaku.

Indikator Transaksi Biaya:

« Menghimbau kepada para petugas PTSP maupun para ASN Pengadilan Tinggi untuk tidak menerima atau meminta biaya diluar tariff
resmi.

Indikator Penyalahgunaan Jabatan :

« Menghimbau kepada para petugas PTSP maupun para ASN Pengadilan Tinggi jangan menyalahgunakan jabatan untuk meminta Imbalan
dalam hentuk apapun Juga

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2026
Ketua Pengadilan Tingai

1of1 02/04/2026, 16:06



